. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberantasan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat penting,
penyalahgunaan narkotika dapat berdampak negatif, merusak dan mengancam
berbagai aspek kehidupan masyarakat bangsa dan negara serta dapat menghambat
proses pembangunan nasional. Maraknya penyalah gunaan narkotika tidak hanya
terjadi di kota-kota besar sgja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah
Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosia ekonomi menengah bawah sampai
tingkat sosia ekonomi atas. Bahaya penyalahgunaan narkotika berpangka dari
mengkonsumsi jenis obat-obatan terlarang dan karena dampak yang ditimbulkannya
adalah merusak mental dan fisik individu yang bersangkutan dan dapat meningkat
pada hancurnya kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. (Dharana

Lastarya, 2006: 3).

Menyadari bahwa penyalahgunaan narkotika ini sama halnya dengan penyakit
masyarakat lainnya seperti perjudian, pelacuran, pencurian dan pembunuhan yang sulit
diberantas atau bahkan dikatakan tidak bisa dihapuskan sama sekali dari muka bumi,
maka apa yang dapat dilakukan secara realistik hanyalah bagaimana cara menekan dan
mengendalikan sampal seminima mungkin angka penyalahgunaan narkotika serta
bagaimana kita melakukan upaya untuk mengurangi bahaya yang diakibatkan oleh

penyalahgunaan narkotikaini.



Penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks,
sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan
kerja sama multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat yang dilaksanakan

secara berkesinambungan dan konsisten.

Kgahatan dan penyalahgunaan narkotika menunjukkan perkembangan yang cukup
signifikan dan telah berada pada ambang mengkhawatirkan apabila tidak segera
ditanggulangi melalui penegakan hukum yang tegas dan komprehensif. Data kasus
tindak pidana narkoba di Kota Bandar Lampung dan kasus yang telah selesa pada
tingkat Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang tahun 2008-2011, dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabd 1. Jumlah Kasus dan Tersangka Tindak Pidana Narkoba di Kota
Bandar Lampung Tahun 2007-2010

Tahun | Jumlah Kasus | Jumlah Tersangka Kasus Selesai
2008 67 92 67
2009 72 104 72
2010 86 117 86
2011 93 121 121

Sumber: BNN Provinsi Lampung Tahun 2011

Data pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba di Bandar
Lampung tahun 2008 adalah 67 kasus dengan pelaku 92 orang, semua kasus telah
selesai pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Pada tahun 2009 terdapat
sebanyak 72 kasus dengan pelaku 104 orang, semua kasus telah selesai pada
Pengadilan Negeri Kelas |A Tanjung Karang. Pada tahun 2010 terdapat 86 kasus
dengan pelaku 117 orang dan semua kasus tersel esaikan, selanjutnya pada tahun 2011

terdapat 93 kasus dengan pelaku 121 orang dan semua kasus telah terselesaikan. Data



di atas menunjukkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan
tindak pidana yang harus ditangani secara konsisten demi masa depan bangsa dan

negara.

Perangkat pelaksana penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada
dasarnya telah dikoordinasikan oleh Bakolak Inpres 6/1971 sebagai focal point.
Dengan semakin maraknya perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika pada
masa krisis ekonomi (1997 -1999), maka Pemerintah pada masa reformasi merasa
perlu untuk merevisi Lembaga Bakolak Inpres 6/1971 sekaligus memperkuat posisinya
sebagai lembaga yang berada langsung dibawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri.
Badan baru yang bernama Badan Koordinas Narkotika Nasional (BKNN) ini mulai
bekerja aktif sgak tahun 2000 dan mengambil aih fungsi Bakolak Inpres 6/1971
termasuk menjadi focal point kerjasama ASEAN di bidang penanggulangan bahaya

narkoba (Dharana Lastarya, 2006: 5).

BKNN memiliki fungs koordinatif, dari susunan komposisi personelnya terlihat
dengan jelas bahwa badan ini bersifat lintas sektoral. Walaupun tidak memiliki
wewenang yang luas seperti penangkapan, penyitaan dan penuntutan yang dilakukan
DEA (Drug Enforcement Administration) dan badan badan sgienis di beberapa negara
ASEAN lain, namun diharapkan BKNN dapat bertindak sebagai |okomotif
pemberantasan narkoba di Indonesia. Setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun,
BKNN masih juga dirasakan kurang representatif dan kurang mampu melaksanakan
kinerja secara maksimal, dan dari berbagai kalangan masyarakat menuntut agar lebih

operasional, maka berdasarkan hal itulah Presiden merubah keputusannya yang



dituangkan dalam Keppres RI Nomor 17 Tahun 2002, tanggal 22 maret 2002 menjadi

Badan Narkotika Nasional atau BNN (Dharana Lastarya, 2006: 6).

Selain itu pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2002 Tentang
Penanggulangan  Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang
menginstruksikan kepada para Menteri, Panglima TNI, Jaksa Agung RI, Kapolri,
Kepala Lembaga Departemen dan Non Departemen, Kepaa Kesekretariatan
Tertinggi/Tinggi Negara, Para Gubernur sampa kepada para Bupati/Walikota, agar
dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungannya selalu berkoordinasi

dengan Ketua Badan Narkotika Nasional.

Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
menyatakan bahwa dinyatakan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan
Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat
BNN. Ayat (2) menyatakan bahwa BNN sebagamana dimaksud pada Ayat (1)
merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah

Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
menyatakan bahwa BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja
meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Ayat (2) menyatakan bahwa
BNN mempunya perwakilan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ayat (3)
menyatakan bahwa BNN Provins berkedudukan di ibukota proving dan BNN

Kabupaten/K ota berkedudukan di ibukota K abupaten /K ota.



Penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika, dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Menurut
Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa
dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu

pula sebaliknya.

Sesuai dengan ketentuan kedua pasal di atas maka diketahui bahwa penyidik
Kepolisian dan penyidik BNN melakukan koordinasi dan hubungan kerja sama yang
saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya dalam upaya mengungkap kasus
peredaran gelap narkotika. Hal ini disebabkan karena peredaran dan penyalahgunaan
narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga diperlukan upaya
penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner,
multisektor dari pihak-pihak yang berwajib serta membutuhkan adanya partisipasi
masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten agar
penyalahgunaan narkotika tidak semakin luas dan membesar serta berpotensi

membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 85 menyebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap penyal ahgunaan
Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawa negeri sSipil tertentu
berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisan Negara Republik

Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.



Ketentuan pasa di atas menunjukkan bahwa dalam upaya melakukan penyidikan
terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, penyidik kepolisian juga
melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu, misalnya dengan
petugas atau Pegawai Bea dan Cukai yang memiliki tugas untuk memeriksa barang-
barang yang diangkut melalui pelabuhan untuk mengantisipas penyelundupan
narkotika. Hubungan dan koordinasi yang terlaksana dengan baik antara Penyidik
Kepolisian dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini tentunya akan memperlancar

kinerja kepolisian dalam hal mengungkap kasus peredaran gelap narkotika.

Menurut Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

(1) Penyidik dapat memperolen alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa: (@) Informasi yang
diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik
atau yang serupa dengan itu; dan (b) data rekaman atau informasi yang dapat
dilihat, dibacadan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa
bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain
kertas maupun yang terekam secara el ektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
1) tulisan, suara, dan/atau gambar; 2) Peta, rancangan, foto atau sgjenisnya; atau 3)
huruf, tanda, angka, ssmbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat

dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian mengenai
koordinasi antara penyidik Badan Narkotika Nasional Provins Lampung dan penyidik

Polri dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Kota Bandar Lampung.



B. Pokok Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagamanakah koordinasi antara penyidik Badan Narkotika Nasional Provins
Lampung dan penyidik Polri dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di
Kota Bandar Lampung?

b. Apakah faktor-faktor yang menghambat koordinasi antara penyidik Badan
Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan penyidik Polri dalam penanggulangan

tindak pidana narkotika di Kota Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pendlitian ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana, khususnya yang
berkaitan dengan koordinasi antara penyidik Badan Narkotika Nasiona Provinsi
Lampung dan penyidik Polri dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Kota
Bandar Lampung serta faktor-faktor yang menghambat koordinasi tersebut. Ruang
lingkup lokasi penelitian adalah pada Badan Narkotika Nasional Provins Lampung

dan Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. Penelitian dilaksanakan tahun 2012.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:



a.  Untuk mengetahui koordinasi antara penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi
Lampung dan penyidik Polri dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di
Kota Bandar Lampung

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat koordinasi antara penyidik
Badan Narkotika Nasiona Provinss Lampung dan penyidik Polri dalam

penanggulangan tindak pidana narkotika di Kota Bandar Lampung

2. Kegunaan Pendlitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis
Hasil pendlitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kagjian
hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan koordinasi antara penyidik Badan
Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan penyidik Polri dalam penanggulangan
tindak pidana narkotika di Kota Bandar Lampung serta faktor-faktor yang

menghambat koordinasi tersebut

b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi Badan Narkotika
Nasional Provinsi Lampung dalam meningkatkan koordinasi dengan penyidik Polri
dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Selain itu hasil penelitian ini
diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak-pihak lain yang akan melakukan

penelitian mengenal penanggulangan suatu tindak pidana.



D. Kerangka Teoritisdan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Menurut Soerjono Soekanto (1983: 73), kerangka teoritis adalah abstraksi hasil
pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu
penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan definisi tersebut maka

kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Koordinas
Menurut Inu Kencana (2001: 22), koordinasi adalah suatu mekanisme hubungan
dan kerjasama antara suatu organisasi dengan organisas lainnya dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas untuk mencapa tujuan tertentu.
Koordinas antara pemerintahan daerah dengan organisas eksternal dilakukan
dalam upaya untuk pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan
penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, fasilitas

penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi Antara Polri dan BNN Provins dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Narkotika diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika, bahwa penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan
memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika. Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika, disebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik
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Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya

penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

. Teori Penanggulangan K g ahatan

Menurut Barda Nawawi Arief (2002: 156), penanggulangan kejahatan atau tindak
pidana disebut dengan kebijakan krimina (criminal policy), yaitu usaha untuk
menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu
memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi keahatan
terhadap berbagai sarana sebaga reaks yang dapat diberikan kepada pelaku
kgiahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat
diintegraskan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk
menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni
mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang

sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa mendatang.

Menurut Barda Nawawi Arief (2002 158), penanggulangan keahatan atau

kebijakan kriminal dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan kriminal dengan sarana pend
Sarana pena adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum
pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu perbuatan apa yang
seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan

atau dikenakan kepada pelanggar.
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Kebijakan kriminal dengan sarana non penal
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non pena hanya meliputi
penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondis sosia tertentu, namun

secaratidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

c. Teori Faktor-Faktor yang Mempengar uhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (1996: 8), penegakan hukum bukan semata-mata

pelaksanaan perundang-undangan sga, namun terdapat juga faktor-faktor yang

mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1)

2)

3)

Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan
kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas
atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan
hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa
kebenaran adalah suatu kebejatan.

Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,
keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan
hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin

menjaankan peranan semestinya.
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4) Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan
hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapa dalam masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.
Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-
nila yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin
banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan

masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya.

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto (1983: 112), konseptual adalah susunan berbagai konsep
yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka
batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Koordinas adalah suatu mekanisme hubungan dan kerjasama antara suatu
organisasi dengan organisas lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau
aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu (Inu Kencana, 2001: 22).

b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
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Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal
Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

. Penyidik Polri adalah pegabat poliss Negara Republik Indonesia atau Penyidik
Pegawal Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun
1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang
ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu
tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat
dari kejahatan (Barda Nawawi Arief, 2002: 156).

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan
mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi sigpa yang
melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau
gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak senggja telah
dilakukan terhadap seorang pelaku (Moeljatno, 1983: 54).

. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik
sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampa menghilangkan rasa nyeri, dan
dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika).

. Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan
penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan

perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan
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dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35 Undang-Undang

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk agar mempermudah pemahaman

terhadao isi skripsi secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut:

I PENDAHULUAN
Beris pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang,
Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, K erangka
Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

[ TINJAUAN PUSTAKA
Beris tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan
dengan penyusunan skripsi yaitu pengertian koordinasi, penyidikan, tindak

pidana dan tinda pidana narkotika.

[11 METODE PENELITIAN
Beris metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan
Masadlah, Sumber Data, Penentuan Populass dan Sampel, Prosedur

Pengumpul an dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

AV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat
penelitian, terdiri dari analisis mengenai koordinas antara penyidik Badan
Narkotika Nasional Provins Lampung dan penyidik Polri dalam
penanggulangan tindak pidana narkotika di Kota Bandar Lampung serta faktor-

faktor yang menghambat koordinasi antara penyidik Badan Narkotika Nasional
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Provins Lampung dan penyidik Polri dalam penanggulangan tindak pidana

narkotika di Kota Bandar Lampung.

PENUTUP
Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan
penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan

kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.



